A LATAR BELAKANG

Adanya perubahan Pasai 5 ayat (1) dan
_Pasal 20 Undang-Undan -__Dasar Negara
_--;Republtk Indonesia Tahun__.1945 membawa
perubahan pentlng .dalam _ sistem
___ketatanegaraan Indonesza khususnya dalam
““hal kekuasaan membeniuk undang-undang.
“Terjadi perubahan kekuasaan membentuk
undang-undang dari Presiden kepada DPR.

Perubahan tersebui: membawa .implikasi ... -
terhadap peningkatan peran dan tanggung
jawab DPR dalam bidang pembeniukan:
undang-undang, baik secara kuantitatii’
maupun kualitatif. Peningkatan peran dan.
tanggung jawab DPR dalam pembuatan

undang-undang kemudian diatur lebih lanjut
dengan Undang-Undang Nomor:10 Tahun 2004

Pembentukan
undangan

Berdasarkan UU Nomor |2 Tahun 2011
tersebut, terdapat peningkatan peran dan
tanggung jawab DPR dalam pembeniukan
undang-undang vang dimulai  dari

~-pDerencanaan;-parsiapan-teknik-penyusunan;--

perumusan, pembahasan, pengesahan sampai
dengan pengundangan dan penyebarluasan.
Dalam tahapan perencanaan DPR dibarikan

kewenangan untuk melakukan perencanaan’

o _'ﬁipenyusunan undang—andang mela]m instrumen
- Program Legislasi Nasional- (Prolegnas).
'“Proiegnas disusun secaraberencana, terpadu,
““dan snstemai'is yang memuai daftar undang-

uridang yang disusun berdasarkan metode dan
parameter tertentu serta dlpwa: oleh v:sa dan

- kemudian: dipahams sebagal skala pnontas pro-

gram pembeniukan undang-undang dalam
rangka mewujudkan sistem hukum nasional.
Tentu saja dalam penyusunan prolegnas
tersebut DPR tidak: bekerja sendiri tetapi
bersama-sama dengan pemerintah dalam
menetapkan Prolegnas baik dalam jangka
menengah maupun dalam tahunan.

PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN

tentang Pembentukan Peraturan. PermdangA ‘B ""_PROLEGNAS

undangan yang kemudian d;gant: dengan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 fentang
Peraturan_ Perundang- "

. Berdasarkan Pasal 20 avat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

" Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

disebutkan bahwa penyusunan Prolegnas
dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah.
Prolegnas ditetapkan uniuk jangka menengah
dan tahunan berdasarkan skala prioritas
pembentukan rancangan undang-undang.

‘Penyusunan Prolegnas dilakukan bersama

oleh DPR Rl dan Pemesrintah, dan
dikoordinasikan oleh DPR melalui alat
kelengkapan DPR yang khusus menangani
bidang legislasi yaiiu Badan legislasi. Pada

Oktober 2011 di Hotel Bidakara Jakaria,

1 HKetuz Badan Legislasi DPR Ri Pericds 2009-2014.

* Makalah disampaikan dalam Forum Dialeg Nasional Bidang Hukum dan Non Hukum yang diselenggarakan oleh BPHN tanggal 5-7




tahab. éwaf penyusunan Prolegnas dilakukan

menengah  dilakukan pada awal m'é.s':a

" secara paralel baik di pemerintah maupun di
- DPRRI. Penyusunan di lingkungan Pemerintah
dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum

= _(Menkumham)

- penyusunan di lingkungan . pemerentah dan

'-_'dasepakati dan’ selan;u‘inya akan dltuangkan
“dalam kepuiusan DPR sebagai dokumen resmi
Prolegnas. "Untuk DPR masa bakti
keanggciaan periode 2009-2014 telah terdapat
~-liga-produk. prolegnas.yang.dibuat yakni
-..Prolegnas jangka menengah. Proiegnas 2010-
:2014,. Prolegnas. Prioritas Tahun. 2010:dan
~~.Prolegnas Prioritas.. Tahun 2011 yang
selengkapnya dljabarkan sebagal benkut

3 3 Penyusunan Prolegnas 2{31 0—-»2@?4 -
- Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka

_:Nas;ona_;_'-(g}‘DHN) vang. dlkordmas;kan oleh. .
‘Menteri: Hukum dan Hak-AsaSi Manuss"

~DPR kemudian dibahas bersama untuk

keanggotaan DPR dan terdapat opsi bahwa.
Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi
setiap akhir tahun bersamaan dengan
fahunan. Berdasarkan pada kéwenangan yang
d‘lberlkan,undang undang tersebuf, DPR

_ " “Periode 2009-2014 bersama-sama dengan
. ‘oieh aiat keiengkapan yang menangam bidang_‘
legislasi yaitu Badan Legislasi (Baleg) Hasil -

: _QPemermtah melalui Keputusan DPR Nomor
“41A/DPR RI/1/2010-2011 yang kemudian
__dlrubah melaiui Keputusan DPR Nomor 026G/,
“'DPR RI/1/2010-2011 tentang perubahan
penetapan program legislasi nasional tahun

2010-2014 telah menetapkan 248 judul RUU
yang menjadi tanggung jawab DPR RI dan
Pemerintah untuk diselesaikan hingga tahun
2014. Dengan Perincian terdapatsebanyak 119
judul RUU yang akan diinisiasi oleh DPR dan
o terdapai sebanyak 65 RUU yang . akan dums;aSi
““oleh Pemerintah dan terdapat 64 RUU yang
_belum ditentukan akan dnniszas: oleh

_ Pemermtah atau DPR R - :

_ Berzkut dzsampa;kan skenano pengeioiaan
penyefesalan prolegnas Jangka menengah,
- Prolegnas 2010—-2014
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b. Penyusunan dan Pengelolaan Prolegnas Tahun 2011




_ DPR te!ah menetapkan Proiegnas prlorltas
_tahun 2010 dan tah_un 2011 Meiaiua kepui:usan

Komisi Il

“Komisi IV

~Komisi V

ol | w

Komisi VII 1

‘Komisi VI

Komisi 1X

Komisi X4




_ i : e Sementaradiu dari 14.RUU vang mer n‘gamm,m —

tugas-dan: tanggung ;awab baieg dapat
dllaporkan sebagal benkut : g

;.masnh te}rdapa ] ? RUU yang akan d:seiesalkan
L Isunannya o!eh komisi: Hingga. Desember

LEG!SLASI

Dengan"demiklan'dandatatersebutterlfhat _ a. Pada tahapan penyusunan RU.U'
bahwa-dan 37_RUU yang. menjadl tanggung_..._ . ...~ penyusunan. RUU. baik dilingkungan
' - i - :.:pemenntah_ maupun di. imgkungan DPRRI

Di imgkungan DPR Ri hai m; d;sebabka'
o~ Komisi’ yang dlpercayakan menyusun
RUU belum mendapatkan bantuan
sumber daya maksimal dalam hal
teknik penyusunan Undang-Undang
. Sebaliknya data yang dimiliki Badan sehingga masih terdapat sekitar 18
Legislasi. menumukkan bahwa dari 33 RUU RUU yang belum dapat dlseiesa;kan
yang penyusunannya menjadi tanggung jawab di Kornisi.
.;pemenntah hmgga 21 Juni 2011 baru terdapat
'sebanyak 4 RUU yang telah disetujui oleh
Presiden Rl ntuk menjadi RUU usul inisiatif
Pemenntah _'Dengan demikian masih terdapat

jawab DPF Rl_untuk diselesaikan pada masa
idang il hmgga Desember 2011.

o Masih kurangnya tenaga ahli'yfa'ng
dimiliki oleh komisi khususnya dalam
bidang peraturan perundang-

29.RUU dan yang merupakan tanggung jawab undangan.
3Pemermtah beium diajukan ke DPR RI. Dilingkungan Pemerintah hal ini,
' disebabkan: o

Dl sampmg itu dalam kepuiusan Dewan
i Eerwakl_i_an Rakyat Republik Indonesia Nomor

o lambatnya proses penyusunan RUU

“02B/DPR RI/N2010-2011 tentang Program di instansi kementerian masmg—
" Legislasi-Nasional Prioritas Tahun 2011 masing. S
" ditetapkan juga judul RUU. yang diluncurkan o Lambatnya proses harmonisasi,
Pembahasannya dari Prolegnas prioritas Tahun sinkronisasi dan pembulatan konsepsi
2010 yaitu sebanyak 21 RUU. yang dilakukan di kementerian hukum
Dari 21 RUU yang diluncurkan pembahasannya il
dari tahun 2010 Terdapat 13 RUU yang telan b. Pada tahapan Pembahasan: pembahasan
disahkan menjadi Undang-Undang. 8 RUU lainnya Sl S UG DR GG LIl

pemerintah seringkali melampui ketentuan
vang telan diatur dalam tata tertib DPR R
yaitu maksimal 2 kali masa sidang. Di
samping iiu terdapat fakior non feknis
seperti ketersediaan wakiu dan anggaran

masih dalam pembahasan dan ditargetkan dapat
selesai pada bulan Desember 2011,

€. PENGELOLAAN PROLEGNAS

Berdasarkan pada data-data di atas maka dalam masa pembahasan.
badan Legislasi berpendapat bahwa belum
tercapainya target penyelesaian prolegnas
prioritas tahun 2011 disebabkan oleh hal-hai
sebagai berikut:

Terhadap permasaltahan di aias maka Badan
Legislasi DPR dapat menyampaikan solusi
sebagai berikut:




a. Pada iahap penyusunan RUU: periy Pemeriniah hanva pada persoalan
diperkuat tenaga pendukung di DPR RI substansial iidak pada rumusan yang
khususnya disetiap komisi dengan bersifat redaksional.
menambah fenaga pendukung yvang '
memahami ieknik penyusunan sebuah D, PENUTUP

RUU. Kinerja Legislasi tahun 2011 seyogianya

b. Pada tahap pembahasan RUU; periama, merupakan tanggung jawab bersama aniara
perlu dilakukan kesepakatan aniara DPR Rl dengan Pemerintah. Oleh karena itu
‘pemerintah dengan DPR terkait dengan dibutuhkan keseriusan yang mendalam di
masalah wakiu pembahasan sebuah RUU, antara pemerintah dan DPR agar peningkatan
kedua, pembahasan aniara DPR dengan kinerja legislasi pada Tahun 2011 dapat

tercapai.






